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ABSTRAK 

Farhan Maulana Fatih : Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Dengan 

Menggunakan Tipology Klassen Di Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2010-2019 

Pembimbing        : Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Pemetaan sektor unggulan Pajak 

Daerah di kabupaten Tanah Datar. (2) Menentukan seberapa besar potensi Pajak 

Daerah menggunakan pemetaan Pajak Daerah pada kabupaten Tanah Datar. 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi tahun penerimaan pajak 2010 sampai dengan 2019. 

Berdasarkan hasil pemetaan potensi pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan Tipologi Klassen, mendapati hasil 

pemetaan elemen-elemen pajak dengan kategori prima tidak ada pajak daerah 

yang dikelola yang termasuk kedalam kategori prima, kategori potensial sebanyak 

dua pajak yaitu Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan, kategori berkembang 

sebanyak enam pajak yaitunya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk kategori terbelakang terdapat satu 

pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah. 

Kata kunci : Pemetaan, Tipologi Klassen, Pajak Daerah, Tanah Datar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan istilah 

otonomi daerah. Akibat pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah adalah 

daerah harus lebih mampu lagi menggali sumber-sumber pendapatan yang ada serta 

meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan 

lebih mampu lagi menggali sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat berasal dari bantuan dan sumbangan 

pemerintah pusat maupun sumbangan yang berasal dari penerimaan daerah sendiri. 

Namun, tidak semua daerah memiliki kekayaan yang sama. Karena ada daerah yang 

memiliki kekayaan alam yang banyak dan ada juga yang sedikit. Hal ini juga menjadi 

kendala bagi pemerintah daerah agar lebih efektif lagi dalam menggali sumber 

potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.  Daerah yang memiliki potensi yang digali 

secara optimal tentu akan lebih banyak lagi menghasilkan penerimaan yang 

bersumber dari pendapatan asli daerahnya. Kebijakan untuk melaksanakan otonomi 

daerah adalah pemerintah daeah harus mampu melaksanakan pembangunan daerah 

disegala bidang. Oleh karena itu harus lebih diketahui lagi sumber-sumber 

penerimaan mana saja yang bisa mendorong pembangunan daerah kearah yang lebih 
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baik lagi. Dimana sumber pembiayaan yang penting adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Penerimaan pendapatan daerah dapat bersumber dari pajak (taxes), retribusi 

(user chargers), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain–lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2004) Pendapatan asli daerah 

adalah semua penerimaan daerah yang berasal yang berasal dari sumber ekonomi 

daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan asli 

daerahnya. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin kecil 

pula ketergantungan daerah tersebut dari penerimaan pemerintah pusat, serta jika 

semakin kecil penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenkaan 

penerimaan Pendapatan asli daerah ini bersumber dari dalam daerah tersebut. Dari 

empat komponen penerimaan daerah tersebut pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan sumber penerimaan yang diterima secara rutin. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber potensi 

penerimaan pajak dan retribusi daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan 

daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah  Menurut Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah 
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merupakan pajak yang ditetaokan oleh pemerintah daerah dan penerimaannya 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan 

daerah. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pibadi atau badan. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan 

dari pendapatan asli daerah karena adanya saling keterkaitan dan dibuat untuk 

mempelancar roda pemerintahan. 

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari (1) 

Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berikut tabel 

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar 

yang sudah di teliti : 
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Tabel 1 

Kontribusi Pajak Daerah Kab. Tanah Datar Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Tahun 2010-2019 

Tahun Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Kontribusi 

2010 

                   

4.633.265.516,00  

                  

36.843.263.540,00  12,58% 

2011 

                   

5.438.175.197,00  

                  

51.552.513.043,00  10,55% 

2012 

                   

7.293.770.235,00  

                  

53.691.047.585,88  13,58% 

2013 

                   

8.174.666.217,93  

                  

63.835.093.787,08  12,81% 

2014 

                   

9.458.236.048,00  

                  

99.694.236.762,69  9,49% 

2015 

                 

10.872.909.091,00  

                

112.072.726.547,89  9,70% 

2016 

 

11.771.072.376,00  

 

118.971.143.693,84  9,89% 

2017 

 

16.523.394.357,98  

 

172.812.022.623,56  9,56% 

2018 

 

19.847.312.238,18  

 

115.914.187.914,65  17,12% 

2019 

 

19.578.257.337,68  

 

129.785.828.001,89  15,09% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar (Data Diolah 2020) 

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sangat fluktuatif. 

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2010 

adalah sebesar 12,58%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 10,55%. 

Pada tahun 2012 naik menjadi 13,58%. Pada tahun 2013 turun menjadi 12,81%. Pada 

tahun 2014 kembali turun menjadi 9,49%. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 

9,70%. Pada tahun 2016 naik lagi menjadi 9,89%. Lalu pada tahun 2017 turun 
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menjadi 9,56%. Pada tahun 2018 naik menjadi 17,12%. Dan pada tahun 2019 turun 

menjadi 15,09%. Total pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar selama 10 tahun adalah pada tahun 

2018 yaitu 17,12%. Meski persentasenya fluktuatif di tiap tahunnya, namun realisasi 

pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010-2019 beberapa sudah 

melebihi target. 

Berdasarkan data-data yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2019 sangat fluktuatif 

atau mengalami naik turun di setiap tahunnya dan dapat disimpulkan penerimaan 

pajak daerah yang terealisasi dari tahun 2010-2019 beberapa sudah mencapai atau 

melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Mengetahui 

potensi setiap komponen pajak daerah diperlukan analisis pemetaan potensi pajak 

daerah yaitu dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen menurut Mahmudi 

(2010:52) untuk memetakan potensi pajak daerah secara sektoral dapat didasarkan 

pada pendapatan PDRB dapat menggunakan analisis Tipologi Klassen. Tipologi 

Klassen merupakan teknik pengelompokkan suatu sektor dengan melihat 

pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu dengan melihat pertumbuhan dan 

kontribusi pajak daerah pencapaian dari tahun ke tahun, dengan begitu setiap 

pengelompokkan sektor pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu sektor 

unggulan (prima), sektor potensi, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. 

Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pendapatan 

asli daerah, Pemerintah kabupaten Tanah Datar perlu melakukan upaya perbaikan dan 
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penyempurnaan dalam hal pemungutan pajak daerah, untuk terlaksananya dengam 

baik, serta melakukan upaya dalam menggali sumber poteni pajak daerah. Maka dari 

itu perlu dilakukan pemetaan pajak daerah salah satunya dengan menggunakan 

analisis tipology klassen dimana yang nantinya akan diperoleh empat kategori 

pemetaan yaitu prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dengan melakukan 

pemetaan ini maka hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut terhadap keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Datar. 

Berdasarkan penjelasan di atas yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah 

Dengan Menggunakan Tipology Klassen Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2010-2019” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian  tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pemetaan elemen-elemen Pajak Daerah Kabupaten tanah Datar 

tahun 2010-2019 dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen. 

2. Strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam meningkatkan potensi pajak 

daerah berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian tugas 

akhir ini adalah : 
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1. Pemetaan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010  

sampai dengan 2019 dengan menggunakan  Analisis Tipologi Klassen. 

2. Strategi apa yang dapat diterapkan berdasarkan hasil pemetaan Tipologi 

Klassen 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis dan intansi pemerintahan yang terkait. 

1. Bagi penulis 

 Hasil penelitian dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta 

wawasan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pajak daerah dan 

retribusi daerah serta dapat menerapak ilmu yang diperoleh di perkuliahan 

pada keadaan yang ada dilapangan. 

2. Bagi Intansi Pemerintahan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkn infomasi terhadap 

pemetaan pajak daerah dan retribusi daerah dan sebagai pertimbangan bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatur penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian Tugas Akhir oleh penulis diharapkan dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai sumber penambah ilmu serta wawasan dan menjadi 

panduan ataupun menjadikan referensi bagi pembaca Tugas Akhir ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang analisis 

pemetaan potensi pajak daerah pada badan keuangan di kabupaten Tanah Datar tahun 

2010-2019 dapat diambil kesimpulan yaitu : elemen-elemen pajak daerah tidak 

terdapat kategori prima, hanya kategori potensial, berkembang dan terbelakang. 

Potensi 2 pajak daerah yang termasuk kategori potensial yaitu pajak restoran dan 

pajak penerangan jalan dengan persentase 22,22%. Potensi pajak daerah yang 

termasuk kategori berkembang terdapat 6 pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Dengan persentase 66,67%. Sedangkan potensi pajak daerah yang 

termasuk kategori terbelakang ada 1 yaitu pajak air tanah dengan persentase 11,11%. 

Dari penelian yang telah dilakukan potensi pajak daerah yang termasuk 

kategori prima masih belum ada tercapai dan masih ada pajak daerah yang termasuk 

kedalam kategori terbelakang, artinya badan keuangan daerah kabupaten tanah datar 

harus meningkatkan realisasi penerimaan atau pengelolaan elemen-elemen pajak 

daerah sesuai target sudah dianggarkan. Agar dalam peningkatkan pendapatan dan 

pengelolaan sumber daya pada Badan Keuangan Daerah di kabupaten Tanah Datar 

dapat memenuhi targetnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dari kesimpulan penelitian maka peneliti 

memberikan saran dan masukan kepada Badan Keuangan Daerah kabupaten Tanah 

Datar untuk melakukan tindakan intensifikasi pajak atau perluasan atau pembesaran 

penerimaan pajak yang dikategorikan Prima dengan persentase Kategori masih 0% 

dengan pemungutan secara giat, memberikan masukan kepada WP jikalau masih ada 

yang melaporkan Pajaknya tidak sesuai dengan omset yang didapatkannya, pendataan 

Wajib Pajak yang lebih pasti atau revaluasi data Wajib Pajak terbaru dan survei 

langsung ke lapangan atau Objek Pajak tersebut. Dan untuk kategori Potensial dan 

Berkembang dengan persentase 22,22% dan 66,67% diharapkan pemerintah BKD 

Tanah Datar agar mengambil tindakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi atau menggali 

sumber-sumber penerimaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

kabupaten Tanah Datar. 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian ini lebih dalam 

lagi dan mencakup didalamnya strategi yang tepat untuk penerimaan agar penerimaan 

elemen-elemen pajak daerah yang kikelola mampu berjalan dengan sangat efisien dan  

peningkatan penerimaan elemen-elemen pajak daerah yang dikelola oleh Badan 

Keuangan Daerah kabupaten Tanah Datar dan disamping itu juga dapat diteliti 

kembali untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 

 

 



 

102 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media 

Fitra, Halkadri. Pemetaan Potensi Retribusi Daerah dengan Pendekatan Tipologi 

Klassen. 

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. 

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga: Jakarta 

Nazir. 2009. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo 

Persada : Jakarta 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : 

Afabeta 

Suyabrata, sumadi. 2016. Metodelogi Penelitian. PT Rajagrafindo Persada :  

Jakarta 

Mohammad Riduansyah, 2003, Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

Terhadap pendapatan asli daerah (PAD. Depok 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah 

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah 

Undang-Undang Nomor. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah 

Undang-Undang Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 


